
 

LEMBARAN DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 7                                                 Tahun : 2013  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN 

PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif 

dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Penanaman Modal; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahum 1950 

Nomor 44); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta  (Lembaran  Negara  Republik  
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Indonesia     Tahun    2012   Nomor   

170,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5339); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pemberian 

Insentif dan Pemberian Kemudahan 

Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4861); 

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan  Penanaman 

Modal; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri 

E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 

Nomor 07 Seri E); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN 

PENANAMAN MODAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati  adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau  
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diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah 

daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong 

peningkatan penanaman modal di daerah. 

8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari 

pemerintah daerah kepada penanam modal untuk 

mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam 

rangka mendorong peningkatan penanaman modal di 

daerah. 

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanam 

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 

penanam modal asing untuk melakukan usaha di 

Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha 

yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa 

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat 

PMDN adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan 

usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 

dengan menggunakan modal dalam negeri. 

12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA 

adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan 

usaha yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri 

dengan menggunakan modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. 

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 

penyelenggaraan suatu  perizinan dan non perizinan yang 

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 

lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan 
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dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya 

dokumen yang dilakukan salam satu tempat. 

14. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang   perusahaan   yang  dimiliki,  dikuasai,  

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha 

menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 
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18. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi 

yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal 

dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang 

bersumber dari lokasi di Indonesia. 

19. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia paling 

sedikit 18 (delapan belas) tahun yang berstatus 

kewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 2 

(1) Maksud Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal adalah menarik 

dan merangsang penanam modal untuk melakukan 

penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan 

akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

(2) Tujuan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan 

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal adalah 

memberikan pedoman pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan penanaman modal kepada para pihak yang 

terkait dalam penanaman modal. 

BAB II 

ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 

Asas Penanaman Modal 

Pasal 3  

Setiap kegiatan penanaman modal diselenggarakan 

berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum;  

b. keterbukaan; 

c. akuntabilitas;  

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan terhadap 

penanam modal; 
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e. kebersamaan; 

f. efisiensi berkeadilan; 

g. berkelanjutan; 

h. berwawasan lingkungan; 

i. kemandirian; dan 

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Bagian Kedua 

Sasaran Penanaman Modal 

Pasal 4 

Sasaran penanaman modal meliputi sektor : 

a. lingkungan hidup; 

b. pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; 

c. ilmu pengetahuan, teknologi dan riset; 

d. kesehatan; 

e. pariwisata; 

f. industri; 

g. perdagangan dan jasa penunjang; 

h. pertambangan, energi dan sumber daya alam; 

i. perumahan dan pemukiman;  

j. perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi; dan 

k. sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha 

tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 5 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan 

penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan 

satu pintu untuk percepatan penanaman modal. 
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(2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan 

proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat, dan 

bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan 

penanaman modal. 

BAB IV 

KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 6 

(1) Penanaman Modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam 

penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan prioritas untuk menerima 

berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal. 

(2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan 

kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan 

membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi. 

(3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam 

bentuk    dukungan    infrastruktur    yang   diperlukan   

dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi 

yang memadai, dan dukungan sumber daya yang 

mempercepat realisasi penanaman modal. 

Pasal 7 

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon 

penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku 

untuk PMDN atau PMA. 

BAB V 

MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL 

Bagian Kesatu 

Keterbukaan Informasi 

Pasal 8 

(1) Untuk mendorong percepatan penanaman modal 

Pemerintah    Daerah    menjamin   keterbukaan   informasi  
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mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial 

beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon 

penanam modal. 

(2) Penanam modal harus memberikan keterangan mengenai 

kondisi perusahaan atau usaha masing-masing. 

Bagian Kedua 

Penjajakan Penanaman Modal 

Pasal 9 

(1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk 

mempelajari potensi penanaman modal di Daerah yang 

dilandasi oleh itikad baik. 

(2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi 

intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum 

memutuskan menanamkan modal. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

Pasal 10 

(1) Calon penanam modal harus memenuhi segala persyaratan 

perizinan secara lengkap sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari 

Pemerintah Daerah harus dituangkan dalam perjanjian 

kontrak yang jelas, transparan, dan akuntabel. 

(3) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit mencakup jangka waktu kontrak, pembagian 

keuntungan, hak dan kewajiban, dan sanksi yang 

melanggar perjanjian kontrak. 

(4) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam 

penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus 

dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua 

belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan. 
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